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BUPATI HULL SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

¢ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal B Peraturan

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor & Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah, perlu
meneciapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;

1. Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penctapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), schagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomer 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang MNomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat [I Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penctapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Dacrah Tingkat
Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 2756);

3, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahon Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4846);



Undang-Undang  Nemaor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pernturan Perundnng-Undangan [Lembsaran
Negara Republik  Indonesin Tahun 2011 Nomor B2,
Tumbahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor
5234) schagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  {Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tenitang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) schagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomeor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintalh Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5888) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan  Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negura Republik Indonesia

Nomor 6402);
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Peraturnn Pemerintahh Nomor 11 Tehun 2017 tentang
Monajemen  Pegowni Negeri Sipil  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negarn  Republik  Indonesin Nomor  6037)
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah
Nomor |7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 6B, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 647 7);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggarann
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentern
Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungoi Selatan Nomor
3) sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 20235
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor & Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PERATURAN BUPATI TENTANG EKEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASIL, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAR 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupall ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2, Pemerintah Dacrah adalah Bupati scbagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daecrah yang memimpin
pelaksanaan wrusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Dinas Pekerjsan Umum dan Penataan Ruang adalah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B, Sckretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah vang sclanjutnya disebut
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional danfatau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

13. Unit Orgenisasi adalah adalah bagian dan struktur
organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama, Pejabat Administrater, Pejabat
Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk
memimpin suatu unit organisasi tertentu.

14. Pimpinan Unit Organisasi adalah adalah Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejanbat Administrator, Pejabat
Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk
memimpin suatu unil organisasi tertentu,
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Baginn Kesatu
Fedudukan

Pasal 2
Dinas Pekegann Umum dan Penataan Ruang adalah
Perangkat Dacrah yang merupakan unsur penunjang
urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum
dan penalaan roang.
Dinns Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum  dan
Penataan Ruang terdiri atas:
a, Sekretanat:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bubbagian Perencanaan; dan
3. Subbagian Keuangan;

b. Bidang Sumber Dayva Air;

¢. Bidang Bina Marga;

d. Bidang Cipta Karya;

e. Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi;
f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang scbagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB Iil

TUGAS POKOEK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1)

()

Pazal 4
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dinas Pekegaan Umum dan Penataan Ruang dalam
melaksanakan tugns scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) Dinas Pekerjnan Umum dan  Penataan  Huang
mempunyai fungsi sebagal berileut:
a. perumusan kebijokan di bidang pekerjaan umum
dan penataann ruang;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang;
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o, pelnkznnaan evalunsi don pelaporan di  bidang
pekerjoan umum dan penatann ruang,

d.  pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penatann Ruang; dan

e, pelnksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinns Pekerjnan Umum  dan Penatnan Ruang dalam

melaksannkan tugas schagnimana dimaksud pada ayat (1)

mempiinyni uraian tugas sebagai berikut:

a. menctapkan  rencana  stralegis, program  dan
rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Fuang;

b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan
peningkatan infrastruktur fisik;

e. mengoordinasikan pelaksanaan kehijakan
peningkatan akses dan keterlayanan masyarakat
terhadap sistem distribusi air bersih;

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan
peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang wilayah;

e. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan
peningkatan  ketersediaan dan  keberlanjutan
layanan air irigasi;

f. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan
peningkatan  keterlibatan  masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya air;

g. melaksanakan pembinaan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan UPTD;

h. melaksanakan administrasi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

j.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bagian Kedua
Seckretariat

Pasal 5

Sekretariat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

hurufl a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

penyusunan  kebijakan, pelaksanaan program dan
kegiatan, evaluasi dan pelaporan  serta  pemberian
dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh Unit

Organisasi di lingkungan Dinas Pekerjoan Umum dan

Penataan Ruang serta tugas lain yvang diberikan Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan lungsinya.

Sckretarint  dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

w,  pengoordinasion  dan konsolidasi  penyusunan
kebijukan teknis di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penatamn Ruang,

. pengoordinasian penyvelengaramn pengelolaan
kewvangan dan perbendaharaan di Dinas Pekerjaan
L dan Penatoan Buang,
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pengoordinasian penyelenpgnrann pelayanan
administrasl umum  doan  kepegawaian di Dinas
Pekerjnan Umum dan Penalaan Ruang,
pengoordinasian  dan  konsolidasi  pelaksanaan
evaluasi  kinerja  dan  pelaporan  pelaksansan
kebijakan tcknis di di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang; dan

pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan

fungsinya,

Sekretariat dalam melaksanakan tugas schagaimana
dimaksud pada ayat {1) mempunyai uraian tugas:

melaksanakan  koordinasi  dan konsolidasi
penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;

merumuskan program kerja pada Sekretariat;
pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada
Sekretariat; ;
melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pengelolaan keuangan dan perbendaharaan di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; )
melaksanakan  pembinaan  dan  pembenan
dukungan administrasi kepegawaian, penataan
organisasi dan tata laksana di Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang,;

melaksanakan koordinasi pengelolaan persediaan
dan barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang;

melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan
perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;

melaksanakan pembinaan  dan pemberian
dukungan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja
sama, hukum, hubungan masyarakat,
keprotokolan, arsip, dan dokumentasi di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
melaksanakan koordinasi pelaksanaan reformasi
birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal
pemerintah dan budaya kerja di Dinas Pekerjanan
Umum dan Penataan Ruang;

pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan di Dinas  Pekerjaan  Umum  dan
Penataan Ruang,

melaksanakan  koordinasi dan konsolidasi
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di
Dinas Pekerjoan Umum dan Penatann Ruang,;
melaksanakan koordinasi  penyusunan  laporan
kinerja penyelenggarann  Pemerintah  Daerah  di
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
ungsinya.
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Pasal b

Subbaginn Umum dan  Kepegawaian  sebapgaimana
dimnksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurul a angka 1
mempunyai  tugas  menyelenggarakan  kegiatan  surat
menyural, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangya,
perlengkapan, keprotokolan, perjalanan  dinas  dan
kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian
dan ketatalaksanaan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan

tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

uraian tugas:

@, menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada
Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan
dinas, pclayanan akomodasi tamu, hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga,
keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;

e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan
pengembangan pegawai;

{. melaksanakan proses administrasi kepegawaian
kenaikan pangkat, kenaikan gaji  berkala,
pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;

g. mengelola tata usaha administrasi kepegawaian
meliputi daftar urut kepangkatan, dokumentasi
berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;

h. menyusun analisis jabatan, analisis beban kena,
evaluasi jabatan dan standar kempetensi jabatan;

i. melakukan penatausahaan dan inventarisasi
barang;

j.  menyusun rencana kebutuhan barang unit dan
rencana tahunan barang unit;

k. melaksanakan pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindahtanganan barang;

.  menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi
pembinaan  disiplin,  pengawasan  melekat,
kesejahileraan, pemberian tanda jasa/penghargaan
din kedudukan hukum pegawai;

m. menyiapkan telaahan dan penyusunan peraturan
perundang-undangan serta evalunsi kelembagaan
dan ketatalaksanaan;

n.  menyusun  standar  operasional  prosedur pada
Subbagian Umum dan Kepegawaion;

0. melnksanokan evaluasi dan membuat  laporan
kinerja peluksanaan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaion; dan

p.  melaksanokan tugas lon yang diberikan  oleh
Sekretars sesual bidang (ugag,

Pasal 7
Subbagian Perencanaan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 avat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas
menyelenggarakan keglatan penyusunan program  dan
rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



(<)

{1)

(2)

Subbaginn  Perencannan daliom  melaksanakan  tugas
sehagnimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal uraian
tgas:

n, menyusun renconn kegiaton dan anggaran pada
Subbagian Perencanann;

b,  menyusun satuan biaya, doftar isian pelaksanaan
anggarnn, petunjuk  operasional  kegiatan, dan
perubahan anggaran;

¢,  melaksanakan  koordinasi  dan kerja sama
penyusunan rencana program dan anggaran paca
masing-masing bidang pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang:

d. melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-
masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana
pregram dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang;

e. melakukan kerja sama dengan unit kerja dan
instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana
kerja, baik rencana kega tahunan, jangka
menengah maupun jangka panjang;

[. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana
cvaluasi dan pelaporan kinerja;

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan,
penyajian dan analisa data yang berhubungan
dengan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang,

h. menyusun konsep laporan kegatan Dinas, baik
laporan rutin maupun laporan insidental;

i. menyusun standar operasional prosedur pada
Subbagian Percncanaan;

j. ~melaksanakan evaluasi dan membuat laporan
kinerja pelaksanaan kegiatan pada Subbagian
Perencanaan; dan

k. melaksanakan tugas lain yvang diberikan olch
Sekretaris sesuai bidang tugas.

Pasal 8

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf a angka 3 mempunyai tugas

menyelenggarakan  kegiatan  penyusunan  rencana

anggaran, pengelolaan administrasi  kewangan, dan
pertanggungiawaban keuangan serta laporan keuangan.

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian

tugas:

a. menyusun rencana kegintan dan anggaran padao
Subbagiun Keuangan;

b. menyusun petunjuk teknis dan  melaksannkon
pengelolann administrasi keuangan, akuntansi, dan
veriikasi keuangan;

¢, melaksanakan UTUsan perbendaharaan,
pengelolann  penerimann negara bukan  pajak,
pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

d. melaksanokan urusan gaji pegawal;

e, melaksanakan pengumpulan bahan pengesahan
dokumen anggaran,;
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[. TR AR N AN melaksanakan  evalunsi realisnsi
RTIFRTTTN,

g, menyvusun laporan pertangpungiawaban keuangan
dan pengelolnan dokumen keuangan;

h.  melaksanakan pemontauan tidak lanjut laporan
hasil  pengownsan  dan penyelesainon  tuntutan
perbendaharann dan ganti rugi;

i.  menvusun  standar  opernsional  prosedur  pada
Subbaginn Keuangan;

3} melnksanokan evaluasi dan membuat laporan
pelaksanann kegiatan pada Subbagion Keuangan;

dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Sckretans sesuai bidang tugas.,

Bagian Ketiga
Bidang Sumber Daya Air

Paszal 9

Bidang Sumber Daya Air mempunyai [ugas

melaksanakan perumusan  kebijakan, koordinasi,

pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan operasional

pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang

menjadi kewenangan Daerah.

Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Sumber Dava
Air;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di Eida_n_g Sumber
Daya Air;

c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sumber
Daya Air;

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Sumber
Daya Air; dan

¢, pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan
fungsinya. ;

Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas

sebaguimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya

Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

g,  menyusun renciana program, Kegintan dan anggaran
Bidang Sumber Daya Air;

b, mengoordinasikan penyediaan data sumber dayn air
yang akurat;

c. melaksanakan pengelolaan sumber daya air secara
terpadu;

d.  melnksanakon pembangunoan, pemelibaroan, dan
operasional jaringoan irgasi;

e.  melaksanakon pembinoan peran serta masyaroakat
dalam pengelolann sumber daya air;

[.  menyusun petunjuk teknis dan standar operasional
prosedur di Bidang sumber daya air;
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. melaksanakon  evalunsi dan  pelaporan kinerja
Mielnng Sumber Doy Air; don

h.  melnksanakan tugns lain yang dibenkan oleh Kepala
[inas sesunt denpan bidang (ugns dan fungsinya,

Bagian Kecmpnl
Bidang Binn Morgn

FPasal 10

Bidang Binn Margn mempunyni tugas melaksanakan

perumusan kebijakon, koordinasi, pembinaan, evaluasi

dan pelaporan pelaksannan peningkatan, pembangunan,

rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase,

dan troloar yang menjadi kewenangan Dacrah.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas

schagnimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi

sehapai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Bina Marga;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina
Marga;

¢. pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina
Marga;

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Bina
Marga; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan
fungsinya.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal uraian

tugas schagai berikut:

A. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran
di Bidang Bina Marga;

b. merumuskan kebijakan teknis  pembangunan,
rehabilitasi, pemeliharaan jalan, jembatan, drainase

dan trotoar;
¢. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi,
pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan trotoar;
d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan

pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan Jalan,
jembatan, drainase dan trotoar,

e, melaksanakan monitoring dan evaluasi jaringan
jalan, jembatan, drainase dan troloar;

I.  menyusun petunjuk teknis dan standar operasional
prosedur Bidang Bina Marga;

g- melaksanakan evaluasi dan  pelaporan  kinega
Bidang Bina Marga; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya

Pasal 11
Bidang Cipta Rarya mempunyal tugns melaksanakan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi
dan pelaporan  pelaksanoan pengelolaan dan
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pemeliharaan serin pengembangan sarana prasarana air

bersily, sarana prasarana air limbah, samna prasarana

persampahnn, pembangunan dan penataan bangunan
pedung serin penataan Hnghunpannya yang menjadi
kewenmnpan Dacrah.

Bidang Cipta  Korya  dolam  melaksanakan  tugas

scbognimann  dimaksud ayal (1) mempunyai  fungsi

schagni berikut:

@, perumusan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;

b.  koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Cipta
Karya; )

¢, pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Cipta
Karya;

d. evaluasi dan pelaperan pelaksanaan Bidang Cipta
Karya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan
[ungsinya.

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas

schagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Cipta Karya

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran
Bidang Cipta Karya,

b. merumuskan kebijakan teknis pembangunan,
rehabilitasi, pemeliharaan Bangunan Gedung,
sarana prasarana air bersih, sarana prasarana air
limbah, dan sarana prasarana persampahan;

c. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi,
pemeliharaan bangunan gedung, sarana prasarana
air bersih, sarana prasarana air limbah, dan sarana
prasarana Persampahan;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi bangunan
gedung, sarana prasarana  air  bersih, sarana
prasarana air limbah, dan sarana prasarana
persampahan;

e, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan
pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan
bangunan gedung, sarana prasarana air bersih,
sarana prasarana air limbah, dan sarana prasarana
persampahan;

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
dalam  pemberian  rekomendasi  persetujuan
bangunan gedung dan pemberian sertifikat laik
fungsi bangunan gedung,

g. melaksanakan pembinaan dan  pengendalian
kebijakan pengelolaan dan  pemeltharnan  serta
pengembangan bangunan gedung, sarana prasarana
air bersih, sarana prasaranga air limbah, dan sarana
prasarana persampahan;

h. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan
standar operasional prosedur di Bidang Cipta Karya;
memberikan  rekomendasi  teknis  persetujuan
bangunan gedung, dan pemberian sertifikat laik
fungsi bangunon gedung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

i
'
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§.  melaksanokan evaluasi dan pelaporan Kinerja Bidang
Cipta Karyn; dan

k.  melnksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidong tugas dan fungsinya.

Baogian Keenaim

Bidang Penntnan Ruang don Jasa Konstruksi

(1)

(2]

(2

Pasal 12

Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai
tugns melaksanakan perumusan kebijokan, koordinasi,
pembinaan, cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata
ruang yang menjadi  kebijakan  Daerah  serta
menyelengparakan pengelolaan dan pembinaan terhadap
pengembangan jasa konstruksi Daerah

Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dalam

melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud ayat (1)

Bidang Penatan Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai

fungsi scbagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Penataan Buang
dan Jasa Konstruksi;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang
Penataan Ruang dan Jasa Konstruiksi;

c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di  Bidang
Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi;

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang
Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi; dan

e¢. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan
fungsinya.

Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun program, rencana kegiatan di Bidang
Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi;

b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi penataan
ruang yang menjadi kebijakan Daerah serta
penyelenggaraan  pengelolaan dan pembinaan
terhadap pengembangan jasa konstruksi Daerah;

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian  dan
evaluasi penataan ruang yang menjadi kebijakan
Daerah serta menyelenggarakan pengeleolaan dan
pembinaan terhadap pengembangan jasa konstruksi
Daerah;

d. melaksanakan pembinaan  dan pengendalian

program perencanaan, pemaniaatan, pengendalian
dan  evaluasi penataan mang yvang menjadi
kebijakan Daerah serti penyelenpearaan
pengelolaan dan pembinaan terhadap
pengembangan jasa konstruksi Dacrah;

e. melaksanokan evaluusi dan pelaporan  program

perencanaan, pemanfanton,  pengendalison dan
evaluasi penatann ruang yang menjadi kebijakan
Daerah  sertn penyvelengparann  penpelolann dan
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pembinann terhadap pengembangan jasa konstruksi
Dnernh;
melaksanokan  pembinaan  dan  penpgembangan
badan usahn jnsn konstruksi terknit sumber dayn
manusia, leknologl konstruksi dan sistem informasi
pembinn jasa konstruksi;
melaksanakan pengumpulan, pengolahan,
penyajian  dan  analisa  data  dalam  rangka
penyusunan program kerja Bidang Penataan Ruang
dan Jasa Konstruksi;
melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan
standar operasional prosedur Bidang Penataan
Ruang dan Jasa Konstruksi;
memberikan informasi, layanan dan akses terhadap
pengguna ruang terkait pemanfaatan tata ruang
Daerah;
memberikan  rekomendasi  kesesuaian  kKegiatan
pemanfaatan ruang untuk perizinan di Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
memberikan rekomendasi dalam penyelesaian
permasalahan terkait pemanfaatan tata ruang
Daerah;
melaksanakan perencanaan teknis pembangunan,
pemanfaatan dan pengembangan tata ruang
Daerah;
melaksanakan pengumpulan, pengolahan,
penyajian dan analisa data dalam rangka
penyusunan rencana tata ruang wilayah kawasan,
beserta turunannya scsual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pengendalian tata ruang Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
melaksanakan perencanaan, pengendalian  dan
rekomendasi penindakan terhadap pelanggaran atas
ketentuan peraturan penataan ruang Daerah;
melaksanakan pembinaan dan pengembangan
badan usaha jasa konstruksi terkait sumber dayva
manusia, teknologi konstruksi dan sistem informasi
pembina jasa konstruksi;
melaksanakan evaluasi pekeraan jasa kontruksi di
Daerah; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan lungsinya.

Bagian Ketujuh
UPTD

Pasal 13

Pada Dinas Pekerjoan Umum dan Penatann RBuang dapat
dibsentuk UPTI.

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta
tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.
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Haginn Kedelnpan
Kelompok Jobatan Fungsional

Pasal 14
Kelompok  jabatan  fungsional  mempunyal  tugas
melnksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penatagn Ruang sesuni dengan keahlian dan

keebutuhan,

Pasal 15

(1) Kelompok jabatan fungsional scbagaimana dimalksud
dolam Pasal 14 terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok
scsuai dengan bidang keahlhannya.

(2} Kelompok jabatan fungsional scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan olch tenaga fungsional
senior yang ditunjuk cleh Kepala Dinas.

(3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Urusan kesekretariatan dipimpin oleh Sckretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(2] Masing-masing Bidang dipimpin olch Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris.

(3] Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sckretaris.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, sctiap Pimpinan Unit
Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
masing-masing.

Pasal 18
Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penatoan Ruang harus mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila tegjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 19
Setinp  Pimpinan  Unit  Organisasi  di lingkungan  [hnas
Pekerjoan Umiun don Penataan Ruang hu:rlrmm;!.mg Juu._rah
memimpin don mengoordinasikan bawnhan  masing-masing
dan memberikon bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya,

Pasal 20
Setinp Pimpinan  Unit  Organisasi  di  lingkungan  Dinas
Pekerjaan Umum dan Penatann Ruang harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada
wakiunyo.

Pasal 21
Setinp laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi
dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

Pasal 22
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat disampaikan kepada Unit Organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23
Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas,
bimbingan dan cvaluasi kinerja organisasi, sctiap Pimpinan
Unit Organisasi harus mengadakan rapat alau pertemuan
secara berkala.

Pasal 24

Penunjukkan pejabat yang mewakili Kepala Dinas,

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikoat:

a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk
Sekretaris scbagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas;
dan

b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk
Kepala Bidang sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas
berdasarkan seniontas kepangkatan,

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan
Pejabat Pengawas pada Dinas Pekerjann Umum dan Penataan
Ruang yang dianghkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupat
ini tetap melaksonakan tugas dan lungsinya  sampai
dilakukannya pelantikan pejabat  berdasarkan Peraturan
Bupati ini.
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AR VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Bupsati inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  sctinp orang  mengetahuinyn,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditctapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Nasember 3777

P !!
BUPATI HULLY SUHG!N-EEMTﬂﬂq

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Tesenmber 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

[

—

MUHAMMAD NOOR '

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 51,
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